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RINGKASAN 
 

Rencana usaha BUMDes menjadi sangat penting sebagai dasar panduan 
guna menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan. Penyusunan 
rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan 
BUMDes dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha 
menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. 
BUMDes Karya Mandiri merupakan 1 dari 188 BUMDes yang terdapat di 
Kabupaten Kutai Kartanegara dan terletak di Desa Sepakat, Loa Kulu. BUMDesa 
Karya Mandiri berdiri tahun 2016 namun memulai aktif kembali terhitung 
Desember 2020 dengan kepengurusan kedua dibentuk melalui musyarawah desa. 
Sejak aktif kembali, BUMDesa Karya Mandiri menjalankan unit usaha pertama 
yaitu jual beli Tandang Buah Segar (TBS) Sawit dan baru berjalan dua (2) bulan. 
Pembelian dari petani di Muara Kaman dan menjualnya ke pabrik. Berdasarkan 
informasi yang diperoleh bahwa proses perencanaan dan penganggaran BUMDes 
telah berjalan namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan secara 
praktek, pihak BUMDes masih memiliki 1 unit usaha dan sedang 
mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi bisnis, namun semua masih 
bersifat akad lisan dan tidak tertulis. Selain itu, permasalahan lainnya yang 
diketahui antara lain kekurangan sumber daya modal, tempat usaha yang belum 
representatif, manajemen perencanaan pendapatan dan belanja belum dirancang 
dengan baik, dan kemampuan sumber Daya Manusia yang belum juga memadai, 
serta tidak terdapat pengendalian internal yang baik. Berdasarkan hasil pemaparan 
materi dan diskusi, serta terlepas dari permasalahan lainnya (keterbatasan unit 
usaha), dapat disimpulkan bahwa mitra PKM memiliki kredibilitas, kompetensi, 
dan memenuhi kualifikasi dalam mengidentifikasi komponen maupun indikator 
berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran BUMDes dengan kondisi yang 
ada. 
Kata kunci: perencanaan, penganggaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana usaha (bussiness plan) merupakan suatu dokumen yang 

menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah usaha atau bisnis untuk menjual 

barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik 

bagi penyandang dana. Penyusunan rencana usaha akan menjadikan calon pelaku 

usaha dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang akan dijalankan nanti memiliki 

prospek keberhasilan yang tinggi, sekaligus dapat meyakinkan calon investor 

bahwa dana investasi mereka tidak akan merugi jika melakukan kerjasama. 

Perencanaan usaha harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat pada barang dan 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga perencanaan usaha harus 

berbasis pada permintaan pasar.   

Rencana usaha BUMDes menjadi sangat penting sebagai dasar panduan 

guna menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan. Penyusunan 

rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan 

BUMDes dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha 

menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan BUMDes merupakan usaha desa yang 

dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan 

pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes 

sebagai badan usaha yang berpihak pada masyarakat berupaya untuk menggali 

seluruh potensi desa agar dapat di kembangkan dan dikelola dengan sebaik 

mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan desa. 

BUMDes Karya Mandiri merupakan 1 dari 188 BUMDes yang terdapat di 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan terletak di Desa Sepakat, Loa Kulu. Pengurus 

BUMDesa Karya Mandiri terdiri dari Direktur, Sekretaris, dan Bendahara. 

BUMDesa Karya Mandiri berdiri sejak tahun 2016 dengan pengurus yang pertama 

menjalankan unit usaha sarang walet akan tetapi berstatus tidak aktif. Pada 

Desember tahun 2020, BUMDesa Karya Mandiri memulai aktif kembali dengan 



kepengurusan kedua dibentuk melalui musyarawah desa. Sejak aktif kembali, 

BUMDesa Karya Mandiri menjalankan unit usaha pertama yaitu jual beli Tandang 

Buah Segar (TBS) Sawit dan baru berjalan dua (2) bulan. Pembelian dari petani di 

Muara Kaman dan menjualnya ke Pabrik. 

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Bendahara BUMDes Karya 

Mandiri yaitu Bapak Ismail bahwa proses perencanaan dan penganggaran BUMDes 

telah berjalan namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan secara 

praktek, pihak BUMDes masih memiliki 1 unit usaha dan sedang 

mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi bisnis, namun semua masih 

bersifat akad lisan dan tidak tertulis. Selain itu, permasalahan lainnya yang 

diketahui antara lain kekurangan sumber daya modal, tempat usaha yang belum 

representatif, manajemen perencanaan pendapatan dan belanja belum dirancang 

dengan baik, dan kemampuan sumber Daya Manusia yang belum juga memadai, 

serta tidak terdapat pengendalian internal yang baik. 

Atas permasalahan dan kondisi tersebut maka diperlukan adanya upaya atas 

peningkatan kapasitas pengetahuan atas proses perencanaan dan penganggaran 

BUMDes sehingga pelaksanaan dan implementasi peran BUMDes sebagai 

instrumen dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

menjadi lebih baik dan memenuhi visi, misi, dan tujuan RPJMDes sebagaimana 

peran dan kedudukan BUMDes itu sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Salah satu upaya dalam peningkatan kemampuan sumber 

daya manusia yaitu dengan mengadakan dikskusi dan pendampingan kepada 

BUMDes tentang perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 



BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perencanaan dan 

Penganggaran Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat” 

dilaksanakan dengan memiliki tujuan antara lain: 

1. Tujuan umum 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi 

terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada BUMDes Karya Mandiri Desa 

Sepakat Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Tujuan khusus 

a. Menanamkan pentingnya peran perencanaan dan penganggaran dalam 

pelaksanaan tanggung jawab BUMDes sebagai badan hukum. 

b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pengelola BUMDes 

berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran baik yang bersifat 

kendala teknis maupun non-teknis. 

c. Mewujudkan pengelolaan BUMDes kooperatif, partisipatif, emansipatif, 

transparan, akuntabel, dan sustainabel yang sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 dan visi misi RPJMDes berkaitan 

dengan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.2. Sasaran Kegiatan 

Adapun sasaran kegiatan ini adalah pengelola dan penanggung jawab 

BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat Kutai Kartanegara yaitu Ketua, Sekretaris, 

dan Bendahara. Namun dikarenakan adanya jadwal yang bersamaan, kegiatan PKM 

ini hanya dihadiri oleh Pak Ismail selaku Bendahara BUMDes. 

 

 

 



BAB III 

METODE PELAKSANAAN  

 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perencanaan dan 

Penganggaran Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat” 

dilaksanakan secara daring (online) via Zoom Meeting. Hal ini dilakukan mengingat 

adanya kebijakan pemerintah daerah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM).  

Adapun metode pelaksanaan kegiatan PKM yang digunakan khususnya 

dalam mengidentifikasi permasalahan sebagaimana dijelaskan pada bagian 

sebelumnya dan untuk mendukung keberhasilan kegiatan PKM ini adalah dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Ceramah  

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk 

dimengerti dan dikuasai oleh pengelola BUMDes. Penggunaan metode ini 

dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan 

gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif 

banyak secara  padat, cepat dan mudah. 

2. Tanya Jawab 

Metode ini digunakan sebagai media diskusi untuk mengetahui lebih lanjut 

terkait kelebihan serta kelemahan yang dihadapi pihak BUMDes. 

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan 

(asistensi) secara online dan intensif dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Ceramah tentang perencanaan dan penganggaran BUMDes 

Pemahaman konsep kepada para penanggungjawab BUMDes mengenai 

komponen dan indikator yang harus ada pada dokumen terkait perencanaan dan 

penganggaran, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan 

beberapa aturan terkait. 

 

 

 



2. Diskusi 

Pemahaman atas penerapan maupun pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh 

BUMDes dan bagaimana kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 11 

Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait. 

3. Evaluasi hasil pelaksanaan PKM  

Keberhasilan Pelaksanaan PKM ini akan dinilai dari kemampuan 

Penanggungjawab dan Badan Pengawas BUMDes dalam memahami tata cara 

dan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan 

untuk melihat indikator-indikator capaian merujuk pada analisis awal yang 

dilakukan pihak BUMDES (khususnya pada jenis usaha yang dipilih untuk 

dilakukan serta karakteristik lainnya sebagaimana PP No. 11 Tahun 2021 pasal 

38) serta bagaimana perwujudan atau dampak dalam muatan laporan keuangan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban (pasal 58).



BAB IV 

KELUARAN YANG DICAPAI 

 

Keluaran (output) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini 

antara lain: 

1. BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat diberikan konsep teoritis mengenai 

proses perencanaan dan penganggaran BUMDes yang mencakup beberapa 

komponen dan indikator sesuai dengan regulasi terkait khususnya Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021. 

2. Adanya keinginan pihak pengelola dalam mengembangkan unit usaha 

memiliki pengaruh terhadap bagaimana memproyeksikan pendapatan dan 

biaya yang dikeluarkan pada periode mendatang sehingga perlu pemahaman 

yang lebih baik terhadap perencanaan dan penganggaran. 

 

 

 

 



BAB V 

MANFAAT YANG DIPEROLEH 

 

5.1. Dampak Sosial dan Ekonomi 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perencanaan dan 

Penganggaran Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Sepakat” 

dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat, khususnya kepada mitra. 

Adapun manfaat kegiatan PKM ini antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengelola BUMDes Karya 

Mandiri Desa Sepakat Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap rerangka konsep 

serta rerangka praktis atas perencanaan dan penganggaran BUMDes yang 

sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku. 

b. Selain sebagai pendampingan (asistensi), kegiatan PKM ini menjadi forum 

untuk berdiskusi dan bertukar pikiran antara pengelola BUMDes sebagai 

profesional dengan akademisi perguruan tinggi, khususnya dalam rangka 

memajukan dan mensukseskan pelaksanaan tanggung jawab BUMDes sebagai 

badan hukum yang mengedepankan prinsip kooperatif, partisipatif, 

emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. 

c. Meningkatkan kesadaran atas peran dan tanggungjawab BUMDes sebagai 

instrumen pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

5.2. Kontribusi Mitra PKM 

Kontribusi mitra PKM, dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan dengan kompetensi 

akademisi yang memadai, memberikan masukan terhadap sistem dan mekanisme 

perencanaan dan penganggaran BUMDes agar menjadi lebih baik dan memenuhi 

visi, misi, dan tujuan RPJMDes sebagaimana peran dan kedudukan BUMDes itu 

sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

 

 



BAB VI 

FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT, DAN TINDAK LANJUT 

 

6.1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) ini antara lain: 

a. Antusiasme dan minat yang tinggi dari mitra terhadap pendampingan teknis 

perencanaan dan penganggaran BUMDes. 

b. Mitra sangat kooperatif dan informatif dalam menyampaikan beberapa kendala 

(teknis maupun non teknis) dengan dokumen pendukung sehingga pelaksana 

PKM dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pengelola. 

c. Dukungan dari pihak Desa yang menginisiasi dan memfasilitasi baik terhadap 

BUMDes maupun berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PKM ini hingga 

terlaksana dengan baik. 

 

6.2. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKM) ini antara lain: 

a. Pelaksanaan kegiatan secara online dan bersifat panel dengan beberapa 

akademisi lainnya serta faktor ketersediaan waktu sehingga membatasi ruang 

diskusi secara intens. 

b. Mitra PKM hanya diwakili oleh Bendahara BUMDes sehingga informasi yang 

tersampaikan masih terbatas. 

 

6.3. Solusi dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama terkait perencanaan dan penganggaran pada BUMDes 

Karya Mandiri adalah mengenai proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa yang 

akan datang, terutama dengan kondisi tidak pasti atas rencana pengembangan unit 

usaha BUMDes. Selain itu, kondisi berikutnya adalah minimnya pengetahuan dan 

skill atas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. 



Atas permasalahan tersebut, penyampaian dan diskusi mengenai peran 

penting dan vitalnya perencanaan sebagai unsur dan dasar panduan dalam 

menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan. Perencanaan dan 

penganggaran BUMDes mesti disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan 

organisasi, dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk 

jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting 

karena anggaran harus berorientasi pada kinerja organisasi sehingga perencanaan 

yang sudah disusun dapat tercapai. Anggaran merupakan managerial plan for 

action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 

Anggaran dalam suatu organisasi menggambarkan kondisi keuangan yang 

meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Perencanaan dan 

penganggaran yang baik haruslah mencangkup seluruh kegiatan organisasi  dan 

logis dengan merujuk pada informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha menggambarkan 

aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.  

 

6.4. Langkah-Langkah Strategis 

Langkah-langkah strategis dalam menghadapi permasalahan yang telah 

teridentifikasi antara lain: 

1. Perlunya pendampingan secara langsung dan bersifat luring terkait penetapan 

komponen dan indikator perencanaan dan penganggaran BUMDes dengan 

mengedepankan adanya diversifikasi bisnis atas unit usaha sebagai dasar 

penetapan perencanaan dan penganggaran yang kompatibel dan sistematis.  

2. Pemahaman atas potensi bisnis yang tepat dan cocok dengan karakterisitik 

BUMDes sehingga membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran 

kedepannya. 

 



BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1. Simpulan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa 

berkekuatan hukum khususnya dalam pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, 

pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

desa. Adapun sumber pendanaan BUMDes berasal dari penyisihan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini berarti bahwa BUMDes dibentuk 

sebagai perwujudan masyarakat desa dan demi kesejahteraan masyarakat desa. 

Berdasarkan tanggung jawabnya, sudah seharusnya BUMDes dikelola dengan baik, 

benar, dan profesional. Salah satu cara untuk perwujudan pengelolaan tersebut 

maka harus mengikuti kaidah-kaidah ekonomi dalam pengelolaan sebagaimana 

aturan-aturan terkait. Berdasarkan hasil pemaparan materi dan diskusi, serta 

terlepas dari permasalahan lainnya (keterbatasan unit usaha), dapat disimpulkan 

bahwa mitra PKM memiliki kredibilitas, kompetensi, dan memenuhi kualifikasi 

dalam mengidentifikasi komponen maupun indikator berkaitan dengan 

perencanaan dan penganggaran BUMDes dengan kondisi yang ada, sebagaimana 

ditunjukkan dengan dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai dan 

lengkap.  

 

7.2. Saran 

Berdasarkan evaluasi dan diskusi yang dilakukan selama kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas atas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola 

BUMDes khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang telah 

dilaksanakan. 



2. Perlu adanya diversifikasi bisnis atau peningkatan kuantitas unit usaha 

BUMDes untuk meningkatkan jumlah penjualan (pendapatan) BUMDes 

sehingga tidak hanya bergantung pada sektor jual beli TBS Sawit. 

3. Pentingnya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran BUMDes 

dengan melakukan proyeksi pendapatan di tahun yang akan datang khususnya 

jika pengelola BUMDes melaksanakan strategi diversifikasi bisnis. 
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